BABYV
KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN
Kesimpulan dari penelitian yang peneliti lakukan dengan judul:
Peran Bakamla dalam penanganan keamanan laut di zona maritim barat, yaitu
sebagai berikut:
1. Analisi Peranan BAKAMLA
a. Pelaksanaan Peran Bakamla RI melakukan operasi penegakan Hukum di
laut dan memiliki 2 strategi yang terdiri dari strategi penangkalan dan
strategi penindakan, dengan kekuatan yang dilibatkan merupakan
kekuatan Bakamla R, baik kapal patroli, pesawat patroli udara maritim
dan personel intelijen, dengan dukungan informasi dari instansi terkait
yarig telah diolah oleh Puskodal Opskamla serta dukungan perkuatan
dari instansi terkait atau stakeholder yang memiliki kewenangan di laut.
b. Peran Bakamla dalam mengelola keamanan maritim di zona maritim
barat, adalah menangani semua kegiatan maritim yang melanggar
hukum, seperti penangkapan ikan ilegal, penggelapan bahan bakar,
penyelundupan, dan pelanggaran wilayah. Berdasarkan kesepahaman

dan kemauan bersama untuk mewujudkan pelaksanaan patroli
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keamanan dan keselamatan maritim terpadu yang efektif dan efisien di
laut teritorial Indonesia.
Salah satu Peran Bakamla yakni dengan Salah satu tanggung jawab
Bakamla dalam mengelola keamanan maritim di zona maritim barat
adalah melaksanakan operasi khusus yang dilakukan oleh badan
keamanan maritim Indonesia di negara yang diselenggarakan oleh
Bakamla Indonesia di seluruh perairan Indonesia dan wilayah hukum
Indonesia.
. Bakamla dalam menjaga keamanan dan keselamatan dilaut, mempunyai
beberapa cara yang bersifat strategis agar peran bakamla dalam menjaga
keamanan dan keselamatan di laut khususnya di zona maritim barat
menjadi lebih efektif dan efisien serta dapat terciptanya suatu good
governance yang baik di wilayah zona maritim barat yang tertera dalam
(Peraturan Kabakamla no 8 mengenai Standar Operasional Prosedure,
2017), sebagai berikut:

1) Pendekatan Operasi

2) Strategi Operasi

3) Bentuk Operasi

4) Sifat Operasi

5) Jenis Operasi
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2. Berdasarkan pelaksanaan perannya Bakamla di zona maritim barat
melakukan fungsinya sesuai dengan peran Bakamla dalam mengelola
keamanan maritim di zona maritim barat sehingga terwujudnya kondisi laut
atau perairan yang aman, tenteram, berkelanjutan, dan sejahtera inilah yang
diharapkan. Dalam kondisi seperti ini, masih perlu ditingkatkan karena
masih ada beberapa masalah yang perlu diselesaikan, seperti masalah
keterbatasan anggaran operasional dan fakta bahwa tidak semua lapisan
masyarakat dan semua kementerian/lembaga bekerja-sama dalam kebijakan
ini. Dengan demikian Bakamla belum maksimal dalam menangani
pengamanan laut dan perairan Indonesia di perbatasan zona maritim barat,
yang ditangani oleh Badan Keamanan Laut dalam pelaksanaan peran
menjaga keamanan maritim di zona maritim barat. Tugas Bakamla dalam
mengelola keamanan maritim di zona maritim barat meliputi segala tindakan
yang dilakukan oleh Bakamla untuk menjaga keamanan laut, khususnya di
zona maritim barat, dengan melakukan patroli di wilayah yang rentan
terhadap kejahatan maritim. Bakamla melakukan sinergi patroli dengan
instansi atau pihak lain yang memiliki kekuatan di laut karena Bakamla tidak
bisa menjaga keamanan maritim sendirian. Undang-undang maritim secara
khusus mengharuskan Bakamla untuk berkoordinasi dan mengawasi
tindakan dengan otoritas terkait dalam hal patroli keamanan dan

keselamatan di laut. Pola sinergi yang diatur oleh Bakamla diyakini akan
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memungkinkan penanganan semua aktivitas kriminal aktual dan prospektif
di seluruh wilayah laut Indonesia. Menurut pendapat Arie dalam Media
Indonesia (2020) yang menyatakan bahwa undang-undang Kkelautan
mendefinisikan konsep yang dikenal sebagai one agency, multi-doors dalam

sinergi patroli ini.

94



SARAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan judul Peran
Bakamla dalam penanganan keamanan di laut di Zona Maritim Barat, berikut ini
beberapa saran dari peneliti, diantaranya:

1. Sesuai dengan tugas dan perannya maka Bakamla harus meningkatkan
perannya dalam penanganan keamanan laut di zona maritim barat,
yang dilakukan oleh Badan Keamanan Laut, agar hasil yang di
harapkan yaitu terwujudnya kondisi laut yang aman, damai, lestari dan
sejahtera. Serta masih harus terus ditingkatkan agar lebih efektif dan
efisien.

2. Bakamla yang ada di wilayah zona maritim barat kiranya dapat
melengkapi Armada kapal patroli Bakamla serta sarana sistem
peringatan Dini. berupa Radar, AIS di 16 titik. Semua itu harus
ditambah untuk pengawasan keamanan laut terhadap perairan
Indonesia sehingga lebih maksimal dan di dukung oleh anggaran APBN
dari Pemerintah yang memadai.

3. Kepada kepala Bakamla kiranya dapat meningkatkan strategi kinerja
guna mendukung transparansi data ancaman di laut sebagai suatu
bentuk transparasi public guna menghasilkan good maritime
governance atau tata kelola keamanan laut yang baik efektif dan

efesien.
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LAMPIRAN



PERAN BAKAMLA DALAM PENANGANAN KEAMANAN LAUT DI ZONA MARITIM BARAT

MATRIKS PENGEMBANGAN INSTRUMEN PENELITIAN

Peran Bakamla dalam | Bagaimana peran Peran . Telaah Pedoman Dokumen
penanganan bakamla dalam Bakamla dokumen Telaah
keamanan laut di penanganan dokumen
zona maritim barat keamanan lau di
zona maritim . Wawancara | Pedoman Key informant
barat wawancara
Penanganan . Telaah Pedoman Dokumen
keamanan di Dokumen telaah
laut dokumen
. Wawancara | Pedoman Key informant
wawancara
. Observasi Observasi Hasil Observasi
Tata kelola . Telaah Pedoman Dokumen
keamanan di dokumen Telaah
laut/ good dokumen
maritime . Wawancara | Pedoman Key Informant
governance wawancara
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Pedoman Telaah Dokumen

Pedoman Telaah Dokumen digunakan untuk mendapatkan data yang
berkaitan dengan permasalahan penelitian yakni bagaimana out put dari Peran
Bakamla dalam penanganan keamanan laut di zona maritim barat,Batam.

Dokumen yang diperlukan untuk mendukung penelitian ini adalah:

1. Undang Undang No 32 tahun 2014 Tentang Kelautan

2. Perpres No 178 tahun 2014 Tentang Bakamla

3. Peraturan Kepala Bakamla No 18 Tahun 2017 Tentang Pedoman
Penyelenggaraan Operasi keamanan dan Keselamatan laut Badan

Keamanan laut.
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Pedoman Wawancara

Pedoman wawancara diguna. sebagai tool/alat untuk memandu
pertanyaan yang akan disampaikan kepada key informant terkait dengan fokus
permasalahan penelitian yang berkaitan dengan Peran Bakamla dalam
Penanganan Keamanan laut di Zona Maritim Barat, Batam .

Adapun langkah-langkah dalam wawancara adalah sebagai berikut:
Menentukan Key informant/nara sumber kunci.

Mengkonfirmasi kesediaan.

Menyiapkan pokok-pokok masalah sebagai bahan pembicaraan.
Mengawali dengan membuka alur wawancara via telp.

Mengkonfirmasi ikhtisar hasil wawancara dan mengakhirinya..
Mengidentifikasi hasil tindak lanjut hasil wawancara yang telah diperoleh

oSNk wh

Pertanyaan yang diajukan kepada key informantseperti pada Daftar

Pertanyaan dan Key Informant di bawah ini.
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Daftar Pertanyaan dan Key Informant

No

Nama key Informan
dan Jabatan

Pertanyaan

Jawaban

Bapak Prabu
Airlangga, S.Kom
Kepala Seksi
Operasi
Keselamatan Laut
Badan Keamanan
Laut Republik
Indonesia

Wawancara
dilakukan pada Hari
Rabu tanggal 25
Agustus 2021

Peran apa yang dilakukan

pemerintah yakni Bakamla

dalam menjaga keamanan dan

keselamatan di laut ?

Pengendalian yang

bagaiamana yang dilakukan

oleh bakamla untuk menjaga

Hasil wawancara penulis dengan
Kepala Seksi Operasi Keselamatan Laut
Badan Keamanan Laut Republik
Indonesia bahwa: Dengan
menggunakan maritime border
protection. Hal ini merupakan upaya
yang dilakukan pemerintah yakni
Bakamla dan stakeholder dengan
meningkatkan proteksi di kawasan
perbatasan untuk menghindari adanya
ancaman yang mungkin terjadi di
wilayah perairan

Pengendalian laut yang mencakup
pengendalian permukaan laut dan
udara diatasnya dengan menggelar
operasi laut dan operasi udara

105




Bapak Dicky
Yuniar
Rushartanto,S.E.
Kepala Seksi
Monitoring
Strategi

Wawancara di
lakukan pada hari
Selasa 7, September
2021

keamanan dan keselamatan di

laut ?

Peran Bakamla yang
bagaimana,untuk mengurangi
tindak pidana di laut
khususnya di kepulauan Riau ?

maritim. Kondisi ini berlaku pada
setiap tingkat ancaman,

Hasil wawancara penulis dengan
Kepala Seksi Monitoring Strategi
Badan Keamanan Laut Republik
Indonesia bahwa dengan dilaksanakan
operasi rutin yang dilakukan oleh
Bakamla maka diharapkan
pelanggaran yang terjadi di wilayah
kepulauan Riau dapat berkurang
sehingga wilayah kepulauan Riau
khususnya perairan Batam menjadi
aman. Sasaran operasi yang
diharapkan oleh Bakamla adalah
menurunnya angka pelanggaran
hukum di laut, seperti pencurian ikan,
penyelundupanbarang,penyelundupan

manusia, serta peredaran narkoba
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Keterbatasan apa yang Dengan adanya keterbatasan
menjadi faktor pendukung dukungan anggaran pertahanan dan

peran bakamla dalam menjaga | keamanan juga menjadi salah satu

keamanan di laut kurang permasalahan penting dalam
maksimal meningkatkan kinerja keamanan laut.
Bapak Tri
Yoyon,S.Kom.,M.T
Kepala Seksi Apakah penting keamanan Hasil wawancara penulis dengan
. . o
pengollg:?an Basis | dan Keselamatan di laut? Kepala Seksi Pengolahan Basis Data
Laut Badan Keamanan Laut Republik
Indonesia bahwa: Yakni pentingnya
Wawancara keamanan laut, perlu kiranya
B 21 g Rkada B menyamakan persepsi mengenai
jum,at, 24 ¥ persep g
September 2021 definisi keamanan laut. Keamanan laut

bukan hanya penegakan hukum di
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Kejahatan laut lintas Negara
yang bagaimana yang sering
terjadi di zona maritim barat?

laut, karena keamanan laut
mengandung pengertian bahwa laut
bisa dikendalikan dan aman
digunakan oleh pengguna untuk bebas
dari ancaman atau gangguan terhadap

aktifitas pemanfaatan laut.

Pelanggaran hukum di laut yang
sering terjadi yakni Kejahatan
tersebut dikategorikan ke dalam
beberapa jenis, yaitu pencucian uang,
perdagangan manusia, penyelundupan
Imigran, perdagangan gelap senjata
api, penyelundupan obyek-obyek
budaya, perdagangan organ tubuh

manusia, enrironmentnl crime (illegal
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Ibu Mia
Mantopani,S.H.,M.H
Kepala seksi
Penyiapan
kebijakan

Wawancara
dilakukan pada hari
Senin, 4 Oktober
2021

Apakah data yang di berikan
oleh Bakamla sangat akurat?

Dengan cara apa
permasalahan tumpang-tindih
tugas keamanan dan
keselamatan di laut Indonesia
acap kali terjadi agar semua
permasalahan tersebut dapat
teratasi?

logging dan illegal fishing), cyber crime

dan computer-related crime.

Pastinya informasi atau data mengenai
keamanan dan keselamatan di laut
yang ada di Bakamla adalah data
resmi dan dapat dipertanggung

jawabkan.

Hasil wawancara Penulis dengan
Kepala seksi Penyiapan Kebijakan
dengan adanya Kebijakan tata kelola
dan kelembagaan laut yang baik yang
bertujuan untuk menciptakan sistem
tata kelola kelautan nasional yang

komprehensif, terintegrasi, efektif, dan
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efisien. Hal ini diperlukan untuk
sinkronisasi dan implementasi efektif
di berbagai peraturan perundang-
undangan di tingkat nasional dan
regional yang harus selaras dengan
aturan internasional di bidang

kelautan dan kemaritiman

Bagaimana Konsep yang

dilakukan Bakamla dalam Bakamla dalam konsep tata kelola
melakukan Tata kelola memiliki tugas, pertama,
keamanan di laut? mengidentifikasi pemangku

kepentingan utama kemudian
mengembangkan hubungan antar
pihak pihak yang terkait, kedua,
mempengaruhi dan mengarahkan
hubungan untuk memperoleh hasil,
dan ketiga membangun mekanisme
untuk koordinasi yang efektif.
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Bagaimana Permasalahan di
laut dapat teratasi ?

Dengan dasar apa Bakamla
melakukan tugasnya di laut?

Semua permasalahan tersebut dapat
teratasi dengan adanya Kebijakan tata
kelola dan kelembagaan laut yang baik
yang bertujuan untuk menciptakan
sistem tata kelola kelautan nasional
yang komprehensif, terintegrasi,

efektif dan efisien.

Dengan tanggung jawab penegakan
hukum dilaut tersebut yang tertuang
di UU no 32 tahun 2014 sebagai dasar
di bentuknya Bakamla dan kebutuhan
untuk berkoordinasi dengan instansi
dan kementerian terkait,
pengumpulan dan berbagi informasi
menjadi sangat penting bagi tata

kelola coast guard yang baik.
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Bapak Demo
Putra,S.T.,M.Eng
Kepala Seksi
Pemantauan data
dan jaringan satelit

Wawancara
dilakukan pada hari
Rabu, 13 Oktober
2021

Dilihat dari peran Bakamla di
laut, Pelanggaran apa
yang sering terjadi di laut?

Dari Hasil wawancara kami dengan
kepala seksi pemantauan data dan
jaringan satelit yakni: Pelanggaran
tertinggi terjadi dalam bidang [UUF
(Kegiatan perikanan yang melanggar
hukum, tidak dilaporkan dan tidak
diatur atau yang dikenal dengan
Illegal), serta diikuti dengan
penyelundupan dari perbatasan.
Perkiraan ancaman tahun 2021
berdasarkan analisa ancaman
menunjukkan keragaman potensi
ancaman di beberapa lokasi operasi di
zonha maritim barat antara lain,

perbatasan natuna, selat malaka,
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Dari faktor apa yang

mempengaruhi terhadap

Peran Bakamla dalam

Penanganan keamanan laut di

zona maritim barat?

perairan perbatasan Malaysia dan
Singapura. Saat ini di wilayah
perbatasan negara tetangga
didominasi penyelundupan seperti
narkoba, komoditas dan orang. “Illegal
fishing juga masih terjadi di wilayah
perbatasan seperti Natuna Utara,
kondisi dan tantangan Bakamla di
zona maritim barat dalam
menjalankan tugasnya sebagai

Indonesia Coast Guard.

Dari Faktor Internal dan Eksternal
yang mempengaruhi terhadap Peran
Bakamla dalam Penanganan
keamanan laut di zona maritim barat,
yang dilakukan oleh Badan Keamanan

Laut, mempunyai beragam faktor
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Apa wujud transparansi
Bakalma ke public?

masalah tetapi tidak terlepas disitu
bakamla dengan seiringnya waktu
sudah cukup baik dan sudah
melakukan perbaikan dan melakukan
komunikasi kepada para pelaksana
dan steakholder yang mempunyai
wewenang dilaut dalam
meningkatakan peran Bakamla dalam
penanganan keamanan laut di zona

maritim barat.

Saat ini Indonesia Maritime
Information Center (IMIC) sebagai
wujud transparansi Bakamla

Terhadap Publik
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FOTO WAWANCARA

FOTO WAWANCARA DENGAN KEY INFORMANT 1
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FOTO WAWANCARA DENGAN KEY INFORMANT 2

FOTO WAWANCARA DENGAN KEY INFORMANT 3

e ———
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FOTO WAWANCARA DENGAN KEY INFORMANT 4
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OBSERVASI

Pemantauan langsung oleh Kepala badan keamanan laut di area zona maritim
barat (dok humas Bakamla tahun 2021)

Serah terima dan peresmian kapal cepat patroli bakamla untuk menjaga
keamanan di zona maritim barat ( dok Humas Bakamla tahun 2021)

118



STRUKTUR ORGANISASI BAKAMLA

KEPALA BAKAMLA !
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Sumber: Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 178 Tahun 2014
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